LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 3 TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 3 TAHUN 2001
TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
‘BUPATI REMBANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatnya peran dan
fungsi DPRD dalam pelaksanaan tugas,
kewenangan dan tanggung jawab melaksanakan
legislasi, pengawasan dan anggaran maka perlu
didukung dengan biaya yang memadai,

b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 110
Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya
Pasal 17 menyatakan bahwa anggaran belanja
DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerzh.

Mengingat

o

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
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Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
Undang-undang Nomor & Tahun 1674 Jo. Undang-
undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
Undang-undang Nomor 8§ Tahun 1974 tentang
Pokok-pokek Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia 169 Tahun 1992 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 33%0);
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia 169 Tahun 1999, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Daerah {Lembaran Negarz Repubiik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 72. Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3848),

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975
tentang Pengurusan, Pertanggungiawaban dan
Pengawasan Keuangan Daerah (l.embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Noemor 5);

Peraturan Pemerintahh Nomor 6 Tahun 1975
tentang Tata Cara Penvusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan
Tatz Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan
Perhitungan .f nggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1975 Nomaor 6);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
42 Tahun 1999 tentang Teknik Penvusunan
Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk
Rancangan Undang-undang., Rancangan
Peraturan Pemerintah dan Rancangan
Keputusan Presiden:

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 1999 tentang Pedoman Fenvusunan
Peraturan Tata Tertib DPRD.

g
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Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

MEMUTUSEKAN

Menetapkan  PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

&

ENTANG KEDUDUKEAN KEUANGAN KETUA,
WAKRKIL KETUA DAN ANGGQOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
REMBANG.

BABI

HKETENTUAN UMUM

Pasall
ran Daerah ini vaneg dimaksud dengan :
Daerah adaiah Kabupaten Rembang;

Zameringah Daerah adaiah Pemerintah Kabupaten Rembany:

Rupatil adalah Bupati Rembang;

Dewan Perwakilan Rakvat Daerah adatah Badan Legislatii Daerah

Mabupaten Rembang:

Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua:

,l.nggo't.a DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya

sebagal anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji

berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undaigan;
ekretariat DPRD adalah Perangkat DPRD vang membantu DPRD

dalam menvelenggarakan tugas daan kewenangannyza:

CL

Uane Representasi adalah uang vang diberikan kepada Pimpinan
dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagail
Pimpinan dan Anggota DPRD;

Uang paket adalah uang vang diberikan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat yang
terdiri dari uang transport local dan uang makan:

Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan
DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, dan Wakil Ketua
DPRD;

Tunjangan Komisi adaiah tunjangan yang diberikan kééada anggota
DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil
Ketua. Sckretaris dan Anggota Komisi;
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Tunjanean Panitia adalah tunjangan vang diberikan kepada anggota
DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua. Wakil
Kewua SekreLaris. dan Anggota Panitia:

nunjang Kegiatan adalah biava vang disediakan untuk
me .m.._;a. 4 ;)e!ar.sm an tugas dan wewenang DPRD:

usus adalah tunjangzan vang diberikan kepada
» Angeola DPRD untuk pembavaran pajak penghasiian
sesual dengan ketentuan vanyg belaku:

jo i

1 Penghasilan adalah tunjangan ¥ ang diberikan

lah
dan Anggotz DPRD uniuk menzambah

IDURAN PIMPINANDAN ANGGOTA DPRD
Bagian Kesatu
Penghasilan Tetap

Pasal 2

Penghasilan Tetap Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

a
b
.
d
-
f

Usang Representasi;

Uang Paket;

Tunjangan Jabatan;

Tuniangan Komisi; )

Tunjangan Khusus; s

Tunjangan Pérpaikan. '
Pasal 3

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD menerima uang Representasi:

(2) Besar Uang Representasi adalah :

a. Kewua = 60 % dari Gaji Pokok Bupati (Gaji Pokok Bupati Rp.
2.100.000.-) = Rp. 1.260.000.- (Satu juta dua ratus enam puluh
ribu rupizhi. )

b. Wakil Ketua = 90 % dari Uang Representasi Ketua DPRD = Rp.
1.134.000.- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah).

¢ Anggota = 80 % dari Uang Representasi Ketua DPRD = Rp.
1.008.000.- (Satu juta delapan ribu rupigh). ’
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(3) Selain uang Representasi, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras.
(4) Besarnva tunjangan kelurga dimaksud ayat (3) adalar samadengan
Letentuan yang berlaku bagz Pegawal Negeri Sxml.
Pasal 4 ‘
(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket;
(2

w
o

esarnya uang paket sebagaimana dimaksud pada avat (1) adalah
‘23 % deriuang Representasi yaitu :

a. Ketua sebesar Rp. 315.000,- (Tiga ratus lima belas ribu rupiah)/
blnforg.
il Ketua sebesar Rp. 283.500,- (Dua ratus delapan puluh tiga
bu iima ratus rupiah)/blnforg.
2. Anggota sebesar Rp. 252.000,- {Dua ratus lima puluh dusa ribu
rupizh/blniorg.

Pasal 5
{1} Pimpinan DPRD diberikan tunjangan jabatan.
(2) Besarnya Tuniangan Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1)
ada:an 50 % dari uang Reprasentasi ;

2. Ketuasenesar Rp. 630.000,- (Enam ratus tiga pului:riburupiah)/

7. Waiil Ketua sebesar Rp. 367.000.- (Lima ratus enam puluh tujuh
vibu runian)/binforg.
¢ Pasald
1 anggola DPRD dalam kedudukannyd sebagal Ketua. Wakil

ez, Qe.«.LeLarzs dan aneogota Komisl diberikan Tunjangan

vz Tunjangan Komisi sebagaimana dimaksud avat (1) sebagai

“r dari tunjangan jabataz y Ket ua DE"RD: 20 e % Rp
2p. 126.000.- i{Seratus dua puluh enam ribu rupiah)/

5 % dari tunjangan jabatan Ketua DPRD
127 % Rp. 6830.000.- = Rp. 84.300.- (Sembilan puluh empart ribu
‘slus rupigh)ybliverg.

O




Gexretaris 15 % dari tunjangan jabatan Ketua DPRD :

13 % x Rp. 630.000,- = Rp. 94.000,- (Sembiian puiuh empat ribu
lima ratus rupiah)/bln/erg/.

Anggota 10 % dari tunjangan jabatan Ketua DPRD :

10 % x Rp. 630.000.- = Rp. 63.060.- (Enam puluh tiga ribu rupiah)/
blr/org.

Pasal 7

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan Khusus.

(2) Besarnya Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud ayvat (1)
adalah:

&.

PPH. Ps. 21 vang disetor ke Kas Negara berupa :
1) Uang Paket.

2) Tunjangan Jabatan.

3) Tunjangan Komisi.

4) Tunjangzan Kepanitiaan.

Tunjangan Rumah Tangga bagi :

1) Ketua sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu ru-
piah)/bin/org.

2) Wakil Ketua sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah)/bin/org.

3) Anggota sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu ru-
piah)/bin‘org. )

(32) Bagi Pimpinan DPRD diberikan bantuan biava pemeliharaan
listrik, telepon. air dan gas yang besarnyva sesuai dengan
kemampuan daerzh.

[{EY
jica

} Masing-masing Fraksi DPRD diberikan bantuan asistensi Rp
1.000.000.- (Satu juta rupiah)/bulan.

(3¢ Bag“ c‘arn:}t"" Kornisi-komisi DPRD diberikan tunjangan

heszrnyva sesuai dengan ketentuzan vang beriaku.

4 Bagl Pimpinan dan Anggotz DPRD vang diganti Antar Waktu
dan Purna Tuges. diberikan Tuniangan Purna Tugas yang

rsamyva disesuaikan dengan kernampuan keuangan daerah.

7: Bagi P mpinan dan Anggota DPRD diberikan THR pad

ap harirava Iaw Fitri vang besarnyva disesuzaikan aenga“

2
,.1'.‘
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181 Bagi Tim Pembantu Pendamping Komisi dan Kepanitiaan
DPRD diberikan biaya penunjang operasional yang besarnya
disesuzikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8
Pimpinen dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perbaikan
penghzsiian yang besarnya sama dengan ketentuan yeng berlaku bagi
Pegawe! Negeri Sipil.
. Pasal 9
= {1} Anc t:oga DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua. Wakil Ketua,
Sekretaris dan Anggota Panitia diberikan tunjangen Kepanitiaan.

{2} Besarnya tunjangan Kepanitiaan sebagaimana dimaksud ayat (1)
sebzgal berikut :

2. Hetuz 13 % dari tunjangan jabatan Ketua DPRD; 15 % x Rp.
630.000,- = Rp. 94.500,- (Sembilan puluh empat ribu lima ratus
rupiah)/bln/org.

. Wakil Ketua 10 % dari tunjangan jabatan Ketuz DPRD; 10 % x
Rp. 630.000,- = Rp. 63.000.- (Enam puluh tiga ribu rupiah)/bln/
org.

c. Sekretaris 10 % dari tunjangan jabatan XKetua DPRD; 10 % x Rp.

30.000,- = Rp. 63.000,- (Enam puluh tiga ribu rupiah)/bin/org.

d. Anggota 5 % dari tunjangan jabatan Ketua DPRD: 5 % x Rp.

420.000,- = Rp. 31.500,- (tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah;,
DirnLorg.

Bagian Ketiga
Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 10
L nivi nemeliharzan kesehatan kepada Pimpinan dan ingegota DPRD

hatan sebesar Rp. 200.000.- i Dua raius ribu rupiah)-

Luggantian :"':HU’) Daian yan

pesarnyva samea denozan Paket Klas I
Za puiluh ribu rupiahki/biniorg

Zlsmitsertgkar dalam Asuransi Kesehatan Har Tuz Kumpulan.

o
~;
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. Pasal 11
Apabila Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia. kepada ahli
waris diberikan :
a. Uangdukawafat sebesar3 (tiga) kaliuang Representasi atau apabila
meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberixan uang duks
- tewas sebesar 6 (enam) kali uang Representasi.
b. Bantuan biaya pengangkutan jenazah apabila meninggal daiam
melaksanakan tugas besarnya disesuaikan dengan kemampuan
keuangan daerah.

Pasal 12

Ketua DPRD disediakan Rumah Jabatan beserta perlengkapannya
dan 1 (satu) unit kendaraan dinas.

(1)

(2) Wakil-wakil Ketus DPRD disediakan masing-masing 1 {satu) unit
kendaraan dinas.

(3) Biava pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya. dan
kendaraan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan avat (2)
dibebanxan pada APBD.

(4) Apdabila Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bhaktinya,
rumah jabatan beserta perlengkapan dan kendaraan dinas
disereahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintzh
Daerah.

Pasal 13
Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan pakaian dinas sebagai

berikurt : x
a. Pakaian Sipil Harian (PSH) sebanvak 2 (dua) kali setahun.
I3 Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebanyak 1 (satu) kali setzhun.
¢. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebanyak 1 (satu) kali selama 3 ilima)
tahun:
Bagian Keempat
Biava Kegiatan DPRIY

Pasal 14

(11 Untuk kZelancaran pelaksanaan tugas DPRD pada belanja

Sekretsriat DPRD disediakan :

Tv



a. Belanja Pegawai:

b. Belanja Barang;

c. Biava Perjalanan Dinas:
d. Biava Pemeliharaan;

Biava Penunjang Kegiatan.

(2) Yane dimaksud dengan biayva perjalanan dinas padea ayat (1) sub ¢
adziah biava perjalanan dinas Pimpinan dan Angeoia DPRD serta
Sekretariat DPRD. ) .
2. Bagi Pimpinan dan Anggoia DPRD diberikan bantuan

transportasi sebesar :

-  Ketuz Rp. 250.00C,- (duz ratus lima pului ribu rupiah)
fMolniorg.

- Wgzkil Ketua Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah)/binjorg.

- Anggota Rp. 125.009,.- (seratus duz puluh lima ribu rupiah)/
bln/org. ;

- Sekretaris DPRD Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/binjforg.

b. Bagi pimpinan dan Anggote DPRD apabiia melaksanakan
perjalanan dinas ke ibukota Propinsi dan atau Kabupaten serta
Propinsi lain diberikan biaya perjalanan dinas setinggi-tingginya
sebesar : '

- Pimpinan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiahj/oln/or .

- Anggota Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupieh)/bin/org.

- Penginapan Rp. 75.000.- (tujun puluh lim. ribu rupiah)
/blnjorg.

c. Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD vang melaksanakan
perjalanan dinas didalam daerah Kabupaten Rembang diluar
Kecamatan Rembang diberikan biaya perjalanar: dinas setinggi-
tingginva Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)/hr org.

d. Biaya perjalanan dinas sekretariat DPRD disesuikan dengan
ketentuan bagi Pegawai Negeri Sipil.

(3) Besarnya biaya penunjang kegiatan pada ayat (1) suts ¢ disesuaikan
dengan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah per tahun yang dikelola
oleh Pimpinan DPRD.
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BAB III
PENGELOLAAN KEUANGAN
Pasal 15
Berdasarkan nedoman yang ciawur dzlam Peraturan Daerzh ini.
Pimpinan DPRD dan Sekrevaris DPRD menyusun Rancangan Anggaran
Bejanja GPRD.
Pasal 16
(1} Peraturan Daerah yang mengatur penyediaan anggaran uniuk
seglatan DPRD diluar yang ditetapkan dalam Peraturan Daersh ini
dapat dibatalkan.
(2) Pembatalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Paszal ini
dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengal.

Pasal 17
Angegaran Belanja DPRD dan Sekreiariat DPRD merupakan bagian
rangtidgak terpisankan dari Anggaran Pendapaian dan Belanja Dazran.
BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN
 Pasal 18

Segala akibat keuangan yang difetapkan dalam peraturan Daerar: ini

menjadi beban Anggaran Pe:;.dapatan dan Belanja Dgerah Kabupaien
Rembang. v
BABV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Dengan beriakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Dszerah
Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Keducukan
Keuangan ketua. Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20 7
Peraturan Dzerah ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2001.
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Agar supava setiap orang dapat mengetahuinya. memerintahkan
pengundangannya Peraturan Daerah ini dengan penempatannva dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 31 Januari 2001
BUPATI REMBANG

HENDARSONO

Diundzngkan di Rembang
pada tanggzal 2 Pebruari 2001
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG

H. NOERANTO. S
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 500.040.9591

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2001
NOMOR 3



